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PUTUSAN 
Nomor 156 PK/TUN/2023 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH AGUNG 

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah 

memutus dalam perkara: 

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,   

tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman Pakan Sari, 

Kabupaten Bogor; 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Seri Maharani Br. Karo, 

S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus Nomor 1030/SKU-MP.01.02/III/2023, 

tanggal 14 Maret 2023; 

Pemohon Peninjauan Kembali; 

Lawan 

PT BOGOR RAYA DEVELOPMENT, tempat kedudukan di 

Jalan Raya Pajajaran Nomor 33 C-D, RT 04 RW 011, 

Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh 

Robertus Haryo Prabowo, jabatan Direktur; 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. Todung Mulya 

Lubis, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan 

Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Lubis, Santosa 

& Maramis Law Firm, beralamat di Jakarta, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023; 

Termohon Peninjauan Kembali; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk 

memberikan Putusan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Dalam Penundaan: 

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat; 

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda daya berlaku: 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa 

Pencatatan Blokir terhadap: 

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1080/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010 Surat Ukur Nomor 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 

November 2010 luas 2.116 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1075/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 132/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 2.525 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1073/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 130/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 242 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1078/Desa Sukaraja, 

tanggal 26 November 2010, Surat Ukur Nomor 131/Sukaraja/2010 

tanggal 12 November 2010, luas 1.833 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1077/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 128/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 721 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1259/Desa Sukaraja, tanggal 

19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 

2011, luas 72 m 2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1079/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 129/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 214 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.245 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1082/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 125/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 512 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 261/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.223                     m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 255/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 825 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1081/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 124/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 1.191 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 271/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 899 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1309/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 222/Sukaraja/2011 tanggal 

6 Desember 2011, luas 5 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1213/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 109  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 146                   m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1071/Desa Sukaraja, tanggal 

8 November 2010, Surat Ukur Nomor 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Juni 2009, luas 6 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 246/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.405                   m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1156/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 

2011, luas 47 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 252/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 895 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1195/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 133 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 244/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 259/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.930                     m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 24/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 

2011, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1214/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 86 m2,atas nama PT Bogor Raya Development; 

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 826 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 1.195 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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September 2004, luas 2.562 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 179 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1282/Desa Sukaraja, tanggal 

4 November 2011, Surat Ukur Nomor 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 

September 2011, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1212/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 100                m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 257/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 875 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 254/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 997 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 262/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.143  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1076/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 127/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1239/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1661/Desa Sukaraja, tanggal 

2 September 2015, Surat Ukur Nomor 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 

Agustus 2015, luas 125 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1322/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember 2011, luas 42 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1211/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 141               m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1074/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 126/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 539 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1649/Desa Sukaraja, tanggal 

2 September 2015, Surat Ukur Nomor 281/Sukaraja/2015 tanggal 14 

Agustus 2015, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 260/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 275/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.104                  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1341/Desa Sukaraja, tanggal 

3 Januari 2012, Surat Ukur Nomor 234/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember 2011, luas 23 m2 atas nama PT Bogor Raya Development; 

43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1448/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 

Oktober 2012, luas 39 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 1.207 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 

Oktober 2012, luas 1.520 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1447/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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September 2012, luas 1.698 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1449/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 

Oktober  2012, luas 271 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 351/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 25/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 1.019 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1532/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 192/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 69 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1790/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 

2018, luas 1 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 237/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 2.161         m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1538/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 

Desember 2009, luas 1.994 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 281/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Januari 2004, Surat Ukur Nomor 9/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 100 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1534/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 

Februari 2013, luas 39 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1500/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 78 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1740/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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15 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 

November 2015, luas 99 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 205/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 214 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 212/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 112 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1590/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 

Agustus 2013, luas 56 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 249/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 264/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.308 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1545/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 168/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

63. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 617/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 72  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

64. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 120/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 290 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

65. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1842/Desa Sukaraja, tanggal 

9 April 2019, Surat Ukur Nomor 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 

2019, luas 1.900  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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66. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1488/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 32/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 106 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

67. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 206/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 221/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 206 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

68. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1539/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 

Desember 2009, luas 1.660 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

69. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1444/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 118/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 83 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

70. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1643/Desa Sukaraja, tanggal 

15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 

2015, luas 907 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

71. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1443/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 117/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 71 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

72. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 106 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

73. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 

Maret 2021, luas 43 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

74. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 315/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Januari 2004, Surat Ukur Nomor 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 296 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

75. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 265/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.174  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

76. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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30 April 2002, Surat Ukur Nomor 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.111                       m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

77. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1,546/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1714/Desa Sukaraja, tanggal 

2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 

November 2015, luas 71 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1766/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 

Juli 2016, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1718/Desa Sukaraja, tanggal 

2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 

November 2015, luas 105 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1968/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 

Maret 2021, luas 5  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1489/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 93 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1762/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 

April 2016, luas 60  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1533/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 63 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1529/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor189/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 85 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2002 luas 312 m2, 

atas nama PT Bogor Raya Development; 

87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1446/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 120/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 40 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1588/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 

Agustus 2013, luas 117 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 193/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 208/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 228 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 724/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 

Juli 2007, luas 14.465 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Desa Sukaraja, tanggal 

17 Februari 2012, Surat Ukur Nomor 1/Sukaraja/2012 tanggal 18 

Januari 2012, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 130/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 144/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 550 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

93. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 100/Sukaraja/2013 tanggal 

28 Agustus 2013, luas 3 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

94. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 220/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 218 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

95. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 279/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.151 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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96. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 194/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 209/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 228 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

97. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 209/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 196 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

98. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.011            m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

99. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 282/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Januari 2004, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 517                   m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

100. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 942/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 782 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

101. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1526/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 101 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

102. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1768/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 

Juli 2016, luas 147 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

103. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1537/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 

Februari 2013, luas 290 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

104. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1552/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 378 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

105. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1624/Desa Sukaraja, tanggal 

26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sukaraja/2014 tanggal 11 Juni 

2014, luas 133 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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106. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1535/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 46/Sukaraja/2013 tanggal 6 

Februari 2013, luas 785 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

107. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1596/Desa Sukaraja, tanggal 

17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2013 tanggal 18 

Juni 2013, luas              36 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

108. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 223 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

109. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1710/Desa Sukaraja, tanggal 

2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 321/Sukaraja/2015 tanggal 4 

November 2015, luas 69 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

110. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 

April 1999, Surat Ukur Nomor 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 

November 1998, luas 531 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

111. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1536/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2013 tanggal 6 

Februari 2013, luas 51 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

112. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 190/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 205/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 338 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

113. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 155/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

114. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1963/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2048/Sukaraja/2021 tanggal 1 

Maret 2021, luas 28 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

115. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1441/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 115/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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2012, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

116. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 60  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

117. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1505/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 165/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 50 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

118. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 184/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 226 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

119. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1528/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 188/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 91 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

120. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 327/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Januari 2004, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 

November 2003, luas 464 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

121. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1547/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

122. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1530/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 190/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 80 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

123. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 126/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 344 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

124. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1527/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 187/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 96 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

125. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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30 April 2002, Surat Ukur Nomor 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.082                        m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

126. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Desember 1998, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 

1998, luas 254 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

127. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1962/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2047/Sukaraja/2021 tanggal 1 

Maret 2021, luas 23 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

128. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 6 Desember 2011 tanggal 

208/Sukaraja/2011, luas 96 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

129. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1555/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/2013 tanggal 23 

Juli 2013, luas 144 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

130. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 121/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 297 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

131. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1504/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

132. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 

April 1999, Surat Ukur Nomor 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 

November 1998, luas 148 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

133. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1544/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

134. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 213/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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April 2002, luas 144 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

135. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1798/Desa Sukaraja, tanggal 

23 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 1707/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 

2018, luas 128 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

136. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 251/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.244  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

137. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1442/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 116/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 71 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

138. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 124/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 329 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

139. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1782/Desa Sukaraja, tanggal 

11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 461/Sukaraja/2017 tanggal 28 

September 2017, luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

140. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 820/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 84 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

141. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1491/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 99 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

142. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1490/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 34/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 166 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

143. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1644/Desa Sukaraja, tanggal 

15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 

2015, luas 507 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

144. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 223/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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2002, luas 1.647 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

145. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 77/Sukaraja/2013 tanggal 23 

Juli 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

146. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 68/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Desember 1998, Surat Ukur Nomor 63/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 

1998, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

147. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1744/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 386/Sukaraja/2016 tanggal 19 

Januari 2016,                     luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

148. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 22/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

149. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 118/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 132/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

150. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 104 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

151. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 123/Desa Sukaraja, 

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 

Februari 2002, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 314 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

152. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1747/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 389/Sukaraja/2016 tanggal 19 

Januari 2016,             luas 18 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

153. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1594/Desa Sukaraja, tanggal 

17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 57/Sukaraja/2013 tanggal 18 

Juni 2013, luas                  5 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

154. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1585/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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26 September 2013, Surat Ukur Nomor 92/Sukaraja/2013 tanggal 

23 Juli 2013, luas 69 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

155. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 129/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 

Februari 2002, luas 295 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

156. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1713/Desa Sukaraja, tanggal 

2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 326/Sukaraja/2015 tanggal 4 

November 2015, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

157. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1641/Desa Sukaraja, tanggal 

15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 244/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 

2015, luas 262 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

158. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1531/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 191/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 74 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

159. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 122/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 298 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

160. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1785/Desa Sukaraja, tanggal 

23 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 1644/Sukaraja/2018 tanggal 4 

Januari 2018,                     luas 168 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

161. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 325/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Januari 2004, Surat Ukur Nomor 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 558  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

162. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1543/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 133/Sukaraja/2013 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

163. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 258/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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2002, luas 1.166                         m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

164. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1254/Desa Sukaraja, tanggal 

19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 141/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 

2011, luas 90 m 2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

165. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 119/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

166. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 273/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 Mei 

2002, luas 544 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

167. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.241                      m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

168. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1967/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2052/Sukaraja/2021 tanggal 2 

Maret 2021, luas 38 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

169. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 250/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.128                       m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

170. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1319/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 216/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember 2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

171. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1964/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2049/Sukaraja/2021 tanggal 1 

Maret 2021, luas 59 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

172. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 331 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

173. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 195/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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30 April 2002, Surat Ukur Nomor 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 228 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

174. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 125/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 340 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

175. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1739/Desa Sukaraja, tanggal 

15 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 375/Sukaraja/2015 tanggal 19 

November 2015, luas 84 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

176. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 728/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 305/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 2.017 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

177. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1176/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 53/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 140 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

178. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1959/Desa Sukaraja, tanggal 

19 November 2020, Surat Ukur Nomor 2043/Sukaraja/2020 tanggal 

9 November 2020, luas 346 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

179. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 804/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 75  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

180. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1778/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2017, Surat Ukur Nomor 440/Sukaraja/2016 tanggal 

12 September 2017, luas 248 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

181. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1944/Desa Sukaraja, tanggal 

3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2029/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

182. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 396/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Juni 2005, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

183. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 729/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 306/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 1.195 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

184. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 395/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

185. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 401/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 314 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

186. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 928/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 425 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

187. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 426/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 

Desember 2005, luas 607 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

188. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1947/Desa Sukaraja, tanggal 

3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2032/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

189. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1905/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1836/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 89 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

190. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 726/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 20/Sukaraja/2007 tanggal 24 

Juli 2007, luas 361 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

191. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1412/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 80/Sukaraja/2012 tanggal 30 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Januari 2012, luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

192. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1929/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2006/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

193. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1435/Desa Sukaraja, tanggal 

14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 83/Sukaraja/2012 tanggal 30 

Januari 2012, luas 216 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

194. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1819/Desa Sukaraja, tanggal 

14 November 2018, Surat Ukur Nomor 1734/Sukaraja/2018 tanggal 

2 November 2018, luas 90 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

195. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 798/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 75                    m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

196. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1777/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2017, Surat Ukur Nomor 439/Sukaraja/2016 tanggal 

12 September 2017, luas 127 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

197. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 918/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 12/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

198. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sukaraja, tanggal 16 

Mei 1998, Surat Ukur Nomor 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 1998, 

luas 25.444 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

199. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1925/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2004/Sukaraja/2020 tanggal 14 

Maret 2008, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

200. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865/Desa Sukaraja, tanggal 

1 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor 1794/Sukaraja/2019 tanggal 23 

September 2019, luas 376 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

201. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1904/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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19 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 1797/Sukaraja/2019 tanggal 

6 November 2019, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

202. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1908/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1839/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 110 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

203. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 542/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 138 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

204. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 791/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

205. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 424/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 468 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

206. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 765/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

207. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 806/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

208. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 464/Desa Sukaraja, tanggal 5 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

209. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1927/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2012/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

210. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1912/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1843/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 203 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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211. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1910/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1841/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 104 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

212. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1943/Desa Sukaraja, tanggal 

9 September 2020, Surat Ukur Nomor 2028/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 138 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

213. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1949/Desa Sukaraja, tanggal 

11 September 2020, Surat Ukur Nomor 2025/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

214. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1854/Desa Sukaraja, tanggal 

7 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 

Juli 2019, luas 749 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

215. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

216. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 941/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 1 m2,                       atas nama PT Bogor Raya Development; 

217. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1906/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1837/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 137 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

218. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 920/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

219. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 868/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

220. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 939/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 198 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

221. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1954/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor 2034/Sukaraja/2020 tanggal 21 

September 2020, luas 196 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

222. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 592/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

223. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 701/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60                 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

224. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1911/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1842/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 141 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

225. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1364/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 26/Sukaraja/2012 tanggal 30 

Januari 2012, luas 168 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

226. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1179/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 105/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 112 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

227. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1932/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2008/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 90 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

228. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 780/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 168 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

229. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 809/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 75  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

230. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1914/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1845/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 131 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

231. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1926/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2009/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

232. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1945/Desa Sukaraja, tanggal 

3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2030/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

233. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 940/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 169 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

234. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 458 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

235. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1928/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2005/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

236. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 733/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 310/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 110 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

237. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 857/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 41 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

238. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 52                   m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

239. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1091/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2010 tanggal 

30 November 2010, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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240. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1919/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2016/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

241. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1915/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1846/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 148 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

242. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 96                     m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

243. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1861/Desa Sukaraja, tanggal 

12 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 1782/Sukaraja/2019 tanggal 16 

Juli 2019, luas 787 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

244. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 925/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 411 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

245. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1913/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1844/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 138 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

246. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 673/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 58 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

247. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 914/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300                          m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

248. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 936/Desa Sukaraja, tanggal 1 

Juli 2008, Surat Ukur Nomor 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 439 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

249. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 

2005, luas 407 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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250. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 311/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 110 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

251. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 415/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 64/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 480 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

252. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1252/Desa Sukaraja, tanggal 

19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 138/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 

2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

253. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 737/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 314/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 554 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

254. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 740/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 18/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 1.150 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

255. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1317/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 212/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember 2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

256. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 933/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 202 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

257. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1907/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1838/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 185 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

258. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 624/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 94  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

259. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 867/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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2008, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

260. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 853/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

261. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 931/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 305 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

262. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 927/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 341 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

263. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1946/Desa Sukaraja, tanggal 

3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2031/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

264. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 926/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 366 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

265. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 463/Desa Sukaraja, tanggal 5 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

266. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 913/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

267. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 357/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

268. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 736/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 313/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 136 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

269. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1909/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1840/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 105 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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Development; 

270. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1930/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2603/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 100 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

271. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1178/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 104/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 148 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

272. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 801/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 75  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

273. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1602/Desa Sukaraja, tanggal 

26 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 

Februari 2014, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

dan 

274. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1609/Desa Sukaraja, tanggal 

26 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 122/Sukaraja/2014 tanggal 20 

Februari 2014, luas 112 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 

Dalam Pokok Perkara 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal atau tidak sah: 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa 

Pencatatan Blokir terhadap: 

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1080/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010 Surat Ukur Nomor 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 

November 2010 luas 2.116 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1075/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 132/Sukaraja/2010 tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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12 November 2010, luas 2.525 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1073/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 130/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 242 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1078/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 131/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 1.833 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1077/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 128/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 721 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1259/Desa Sukaraja, tanggal 

19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 

2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1079/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 129/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 214 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.245                         m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1082/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 125/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 512 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 261/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.223                     m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 255/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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30 April 2002, Surat Ukur Nomor 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 825 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1081/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 124/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 1.191 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 271/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 899 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1309/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 222/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember 2011, luas 5 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1213/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 109                    m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 146  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1071/Desa Sukaraja, tanggal 

8 November 2010, Surat Ukur Nomor 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 

Juni 2009, luas 6 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 246/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.405                         m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1156/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 

2011, luas 47 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 252/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 895 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1195/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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2011, luas 133 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 244/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 259/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.930                      m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 24/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 

2011, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1214/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 86 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 826 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 1.195 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 2.562 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 179 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1282/Desa Sukaraja, tanggal 

4 November 2011, Surat Ukur Nomor 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 

September 2011, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1212/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 100                          m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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31. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 257/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 875 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 254/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 997 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 262/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.143                         m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1076/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 127/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1239/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1661/Desa Sukaraja, tanggal 

2 September 2015, Surat Ukur Nomor 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 

Agustus 2015, luas 125 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1322/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember 2011, luas 42 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1211/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 141                     m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1074/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 126/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 539 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1649/Desa Sukaraja, tanggal 

2 September 2015, Surat Ukur Nomor 281/Sukaraja/2015 tanggal 14 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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Agustus 2015, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 260/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 275/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.104                    m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1341/Desa Sukaraja, tanggal 

3 Januari 2012, Surat Ukur Nomor 234/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember                     2011, luas 23 m2 atas nama PT Bogor Raya Development; 

43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1448/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 

Oktober                        2012, luas 39 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 1.207 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 

Oktober 2012, luas 1.520 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1447/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 

September 2012, luas 1.698 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1449/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 

Oktober                              2012, luas 271 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 351/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 25/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 1.019 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1532/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 192/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 69 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1790/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 

2018, luas 1 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

51. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 237/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 2.161  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1538/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 

Desember 2009, luas 1.994 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 281/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Januari 2004, Surat Ukur Nomor 9/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 100 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1534/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 

Februari 2013, luas 39 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1500/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 78 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1740/Desa Sukaraja, tanggal 

15 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 

November 2015, luas 99 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 205/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 214 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 212/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 112 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1590/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 

Agustus 2013, luas 56 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 249/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 264/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.308 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1545/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 168/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

63. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 617/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 72  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

64. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 120/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 290 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

65. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1842/Desa Sukaraja, tanggal 

9 April 2019, Surat Ukur Nomor 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 

2019, luas 1.900                        m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

66. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1488/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 32/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 106 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

67. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 206/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 221/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 206 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

68. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1539/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 

Desember 2009, luas 1.660 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

69. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1444/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 118/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 83 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

70. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1643/Desa Sukaraja, tanggal 

15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 

2015, luas 907 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

71. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1443/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 117/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 71 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

72. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 106 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

73. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 

Maret 2021, luas 43 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

74. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 315/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Januari 2004, Surat Ukur Nomor 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 296  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

75. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 265/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.174  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

76. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.111                       m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

77. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1,546/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1714/Desa Sukaraja, tanggal 

2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 

November 2015, luas 71 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1766/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 

Juli 2016, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1718/Desa Sukaraja, tanggal 

2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 

November 2015, luas 105 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

81. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1968/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 

Maret 2021, luas 5  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1489/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 93 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1762/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 

April 2016, luas 60  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1533/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 63 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1529/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor189/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013,  luas 85 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2002 luas 312 m2, 

atas nama PT Bogor Raya Development; 

87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1446/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 120/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 40 m2,                      atas nama PT Bogor Raya Development; 

88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1588/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 

Agustus 2013, luas 117 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 193/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 208/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 40 dari 94 halaman. Putusan Nomor 156 PK/TUN/2023 

2002, luas 228 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 724/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 

Juli 2007, luas 14.465 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

91. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1345/Desa Sukaraja, tanggal 

17 Februari 2012, Surat Ukur Nomor 1/Sukaraja/2012 tanggal 18 

Januari 2012, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 130/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 144/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 550 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

93. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 100/Sukaraja/2013 tanggal 

28 Agustus 2013, luas 3 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

94. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 220/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 218 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

95. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 279/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.151                  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

96. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 194/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 209/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 228 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

97. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 209/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 196 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

98. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.011  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

99. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 282/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Januari 2004, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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Oktober 2003, luas 517  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

100. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 942/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 782 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

101. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1526/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 101 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

102. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1768/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 424/Sukaraja/2016 tanggal 19 

Juli 2016, luas 147 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

103. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1537/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 48/Sukaraja/2013 tanggal 6 

Februari 2013, luas 290 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

104. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1552/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 378 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

105. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1624/Desa Sukaraja, tanggal 

26 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 237/Sukaraja/2014 tanggal 11 Juni 

2014, luas 133 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

106. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1535/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 46/Sukaraja/2013 tanggal 6 

Februari 2013, luas 785 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

107. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1596/Desa Sukaraja, tanggal 17 

Januari 2014, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2013 tanggal 18 Juni 

2013, luas                           36 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

108. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 223 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

109. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1710/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 321/Sukaraja/2015 tanggal 4 

November 2015, luas 69 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

110. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 

April 1999, Surat Ukur Nomor 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 

November 1998, luas 531 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

111. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1536/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2013 tanggal 6 

Februari 2013, luas 51 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

112. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 190/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 205/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 338 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

113. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 155/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

114. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1963/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2048/Sukaraja/2021 tanggal 1 

Maret 2021, luas 28 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

115. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1441/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 115/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

116. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 60                 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

117. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1505/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 165/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 50 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

118. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 184/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 226 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

119. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1528/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 188/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 91 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

120. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 327/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Januari 2004, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 

November 2003, luas 464 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

121. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1547/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

122. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1530/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 190/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 80 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

123. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 126/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 344 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

124. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1527/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 187/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 96 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

125. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.082                      m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

126. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Desember 1998, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 

1998, luas 254 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

127. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1962/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2047/Sukaraja/2021 tanggal 1 

Maret 2021, luas 23 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

128. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 6 Desember 2011 tanggal 

208/Sukaraja/2011, luas 96 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Development; 

129. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1555/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/2013 tanggal 23 

Juli 2013, luas 144 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

130. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 121/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 297 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

131. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1504/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

132. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 

April 1999, Surat Ukur Nomor 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 

November 1998, luas 148 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

133. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1544/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

134. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 213/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 144 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

135. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1798/Desa Sukaraja, tanggal 

23 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 1707/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 

2018, luas 128 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

136. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 251/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.244                      m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

137. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1442/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 116/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 71 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

138. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 124/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 329 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

139. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1782/Desa Sukaraja, tanggal 

11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 461/Sukaraja/2017 tanggal 28 

September 2017, luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

140. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 820/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 84 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

141. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1491/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 99 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

142. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1490/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 34/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 166 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

143. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1644/Desa Sukaraja, tanggal 

15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 247/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 

2015, luas 507 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

144. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 223/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.647 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

145. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 77/Sukaraja/2013 tanggal 23 

Juli 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

146. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 68/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Desember 1998, Surat Ukur Nomor 63/Sukaraja/1998 tanggal 6 Juni 

1998, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

147. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1744/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 386/Sukaraja/2016 tanggal 19 

Januari 2016,                               luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

148. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 22/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

149. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 118/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 132/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

150. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 114/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 104 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

151. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 123/Desa Sukaraja, 

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 

Februari 2002, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 314 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

152. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1747/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 389/Sukaraja/2016 tanggal 19 

Januari 2016, luas 18 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

153. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1594/Desa Sukaraja, tanggal 

17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 57/Sukaraja/2013 tanggal 18 

Juni 2013, luas                             5 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

154. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1585/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 92/Sukaraja/2013 tanggal 23 

Juli 2013, luas 69 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

155. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 129/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 

Februari 2002, luas 295 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

156. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1713/Desa Sukaraja, tanggal 

2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 326/Sukaraja/2015 tanggal 4 

November 2015, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

157. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1641/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 244/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 

2015, luas 262 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

158. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1531/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 191/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 74 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

159. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 122/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 298 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

160. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1785/Desa Sukaraja, tanggal 

23 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 1644/Sukaraja/2018 tanggal 4 

Januari 2018,                      luas 168 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

161. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 325/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Januari 2004, Surat Ukur Nomor 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 558  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

162. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1543/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 133/Sukaraja/2013 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

163. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 258/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.166  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

164. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1254/Desa Sukaraja, tanggal 

19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 141/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 

2011, luas 90 m 2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

165. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 119/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

166. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 273/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 

Mei 2002, luas 544 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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167. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.241                     m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

168. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1967/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2052/Sukaraja/2021 tanggal 2 

Maret 2021, luas 38 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

169. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 250/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.128  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

170. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1319/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 216/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember 2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

171. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1964/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2049/Sukaraja/2021 tanggal 1 

Maret 2021, luas 59 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

172. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 331 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

173. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 195/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 228 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

174. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 125/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 340 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

175. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1739/Desa Sukaraja, tanggal 

15 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 375/Sukaraja/2015 tanggal 19 

November 2015, luas 84 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

176. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 728/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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19 September 2007, Surat Ukur Nomor 305/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 2.017 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

177. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1176/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 53/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 140                                m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

178. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1959/Desa Sukaraja, tanggal 

19 November 2020, Surat Ukur Nomor 2043/Sukaraja/2020 tanggal 

9 November 2020, luas 346 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

179. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 804/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 75  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

180. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1778/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2017, Surat Ukur Nomor 440/Sukaraja/2016 tanggal 

12 September 2017, luas 248 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

181. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1944/Desa Sukaraja, tanggal 

3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2029/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

182. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 396/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

183. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 729/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 306/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 1.195 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

184. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 395/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

185. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 401/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
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Juni 2005, Surat Ukur Nomor 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 314 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

186. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 928/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 425 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

187. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 426/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 

Desember 2005, luas 607 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

188. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1947/Desa Sukaraja, tanggal 

3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2032/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

189. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1905/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1836/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 89 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

190. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 726/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 20/Sukaraja/2007 tanggal 24 

Juli 2007, luas 361 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

191. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1412/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 80/Sukaraja/2012 tanggal 30 

Januari 2012, luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

192. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1929/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2006/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

193. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1435/Desa Sukaraja, tanggal 

14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 83/Sukaraja/2012 tanggal 30 

Januari 2012, luas 216 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

194. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1819/Desa Sukaraja, tanggal 

14 November 2018, Surat Ukur Nomor 1734/Sukaraja/2018 tanggal 

2 November 2018, luas 90 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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Development; 

195. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 798/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 75  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

196. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1777/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2017, Surat Ukur Nomor 439/Sukaraja/2016 tanggal 

12 September 2017, luas 127 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

197. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 918/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 12/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

198. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sukaraja, tanggal 16 

Mei 1998, Surat Ukur Nomor 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 1998, 

luas 25.444 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

199. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1925/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2004/Sukaraja/2020 tanggal 14 

Maret 2008, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

200. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865/Desa Sukaraja, tanggal 

1 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor 1794/Sukaraja/2019 tanggal 23 

September 2019, luas 376 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

201. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1904/Desa Sukaraja, tanggal 

19 Desember 2019, Surat Ukur Nomor 1797/Sukaraja/2019 tanggal 

6 November 2019, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

202. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1908/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1839/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 110 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

203. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 542/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 138 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
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204. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 791/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 60  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

205. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 424/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 468 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

206. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 765/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

207. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 806/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 75  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

208. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 464/Desa Sukaraja, tanggal 5 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

209. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1927/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2012/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

210. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1912/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1843/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 203 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

211. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1910/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1841/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 104 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

212. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1943/Desa Sukaraja, tanggal 

9 September 2020, Surat Ukur Nomor 2028/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 138 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

213. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1949/Desa Sukaraja, tanggal 

11 September 2020, Surat Ukur Nomor 2025/Sukaraja/2020 tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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18 Agustus 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

214. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1854/Desa Sukaraja, tanggal 

7 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 1781/Sukaraja/2019 tanggal 16 

Juli 2019, luas 749 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

215. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

216. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 941/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 1 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

217. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1906/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1837/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 137 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

218. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 920/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

219. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 868/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

220. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 939/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 198 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

221. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1954/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor 2034/Sukaraja/2020 tanggal 21 

September 2020, luas 196 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

222. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 592/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60                           m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

223. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 701/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Juni 2007, Surat Ukur Nomor 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60                  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

224. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1911/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1842/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 141 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

225. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1364/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 26/Sukaraja/2012 tanggal 30 

Januari 2012, luas 168 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

226. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1179/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 105/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 112 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

227. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1932/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2008/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 90 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

228. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 780/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 168 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

229. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 809/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

230. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1914/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1845/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 131 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

231. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1926/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2009/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

232. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1945/Desa Sukaraja, tanggal 

3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2030/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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233. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 940/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 169 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

234. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 458 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

235. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1928/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2005/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

236. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 733/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 310/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 110 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

237. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 857/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 41 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

238. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 52                                m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

239. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1091/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2010 tanggal 

30 November 2010, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

240. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1919/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2016/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

241. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1915/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1846/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 148 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

242. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 96                  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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243. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1861/Desa Sukaraja, tanggal 

12 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 1782/Sukaraja/2019 tanggal 16 

Juli 2019, luas 787 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

244. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 925/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 411 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

245. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1913/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1844/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 138 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

246. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 673/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 58 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

247. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 914/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300                         m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

248. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 936/Desa Sukaraja, tanggal 1 

Juli 2008, Surat Ukur Nomor 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 439 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

249. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 

2005, luas 407 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

250. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 311/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 110 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

251. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 415/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 64/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 480 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

252. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1252/Desa Sukaraja, tanggal 

19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 138/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 

2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

253. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 737/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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19 September 2007, Surat Ukur Nomor 314/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 554 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

254. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 740/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 18/Sukaraja/2007 tanggal 24 

Juli 2007, luas 1.150 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

255. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1317/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 212/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember 2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

256. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 933/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 202 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

257. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1907/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1838/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 185 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

258. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 624/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 94                      m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

259. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 867/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

260. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 853/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

261. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 931/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 305 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

262. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 927/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 341 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

263. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1946/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2031/Sukaraja/2020 tanggal 

18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

264. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 926/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 366 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

265. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 463/Desa Sukaraja, tanggal 5 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

266. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 913/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

267. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 357/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Juni 2005, Surat Ukur Nomor 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 2005, 

luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

268. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 736/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 313/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 136 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

269. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1909/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1840/Sukaraja/2019 tanggal 21 

November 2019, luas 105 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

270. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1930/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2603/Sukaraja/2020 tanggal 12 

Februari 2020, luas 100 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

271. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1178/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 104/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 148 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

272. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 801/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 75  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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273. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1602/Desa Sukaraja, tanggal 

26 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 107/Sukaraja/2014 tanggal 20 

Februari 2014, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

dan 

274. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1609/Desa Sukaraja, tanggal 

26 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 122/Sukaraja/2014 tanggal 20 

Februari 2014, luas 112 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

3.  Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut: 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa 

Pencatatan Blokir terhadap: 

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1080/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010 Surat Ukur Nomor 123/Sukaraja/2010 tanggal 12 

November 2010 luas 2.116 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1075/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 132/Sukaraja/2010 tanggal 12 

November 2010, luas 2.525 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1073/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 130/Sukaraja/2010 tanggal 12 

November 2010, luas 242 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1078/Desa Sukaraja, tanggal 

26 November 2010, Surat Ukur Nomor 131/Sukaraja/2010 tanggal 12 

November 2010, luas 1.833 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1077/Desa Sukaraja, tanggal 

26  November 2010, Surat Ukur Nomor 128/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 721 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1259/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2011 tanggal 6 Juli 

2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1079/Desa Sukaraja, tanggal 

26                November 2010, Surat Ukur Nomor 129/Sukaraja/2010 tanggal 12 

November 2010, luas 214 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 253/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 268/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.245 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1082/Desa Sukaraja, tanggal 

26                November 2010, Surat Ukur Nomor 125/Sukaraja/2010 tanggal 12 

November 2010, luas 512 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 261/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 276/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.223 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 255/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 270/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 825 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1081/Desa Sukaraja, tanggal 

26  November 2010, Surat Ukur Nomor 124/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 1.191 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 271/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 899 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1309/Desa Sukaraja, tanggal 

22   Desember 2011, Surat Ukur Nomor 222/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember                        2011, luas 5 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1213/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 70/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 109 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1210/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 67/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 146 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1071/Desa Sukaraja, tanggal 

8 November 2010, Surat Ukur Nomor 16/Sukaraja/2009 tanggal 22 

Juni 2009,  luas 6 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 246/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 261/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.405 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1156/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 07/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 

2011, luas 47 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 252/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 267/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 895 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1195/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 108/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 133 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

22. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 244/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 259/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 1.930 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

23. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1142/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 24/Sukaraja/2011 tanggal 4 April 

2011, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

24. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1214/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 71/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 86  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

25. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 348/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 22/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 826 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

26. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 343/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
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Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 1.195 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

27. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 341/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 15/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 2.562 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

28. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1194/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 107/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 179 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

29. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1282/Desa Sukaraja, tanggal 

4 November 2011, Surat Ukur Nomor 172/Sukaraja/2011 tanggal 30 

September 2011, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1212/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 69/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 100 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257/Desa Sukaraja, tanggal 30 

April 2002, Surat Ukur Nomor 272/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 875 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

32. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 254/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 269/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 997 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

33. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 262/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 277/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.143 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

34. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1076/Desa Sukaraja, tanggal 

26  November 2010, Surat Ukur Nomor 127/Sukaraja/2010 tanggal 

12 November 2010, luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

35. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1239/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 96/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
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2011, luas 75  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

36. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1661/Desa Sukaraja, tanggal 

2 September 2015, Surat Ukur Nomor 293/Sukaraja/2015 tanggal 14 

Agustus 2015, luas 125 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

37. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1322/Desa Sukaraja, tanggal 

22   Desember 2011, Surat Ukur Nomor 196/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember 2011, luas 42 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

38. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1211/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 68/Sukaraja/2011 tanggal 20 April 

2011, luas 141 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

39. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1074/Desa Sukaraja, tanggal 

26                   November 2010, Surat Ukur Nomor 126/Sukaraja/2010 tanggal 12 

November 2010, luas 539 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

40. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1649/Desa Sukaraja, tanggal 

2 September 2015, Surat Ukur Nomor 281/Sukaraja/2015 tanggal 14 

Agustus 2015, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

41. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 260/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 275/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.104 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

42. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1341/Desa Sukaraja, tanggal 

3 Januari 2012, Surat Ukur Nomor 234/Sukaraja/2011 tanggal 6 

Desember 2011, luas 23 m2 atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

43. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1448/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 143/Sukaraja/2012 tanggal 10 

Oktober 2012, luas 39 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

44. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 353/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 27/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 1.207 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
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45. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 144/Sukaraja/2012 tanggal 10 

Oktober 2012, luas 1.520 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

46. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1447/Desa Sukaraja, tanggal 

22 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 122/Sukaraja/2012 tanggal 13 

September 2012, luas 1.698 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

47. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1449/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Oktober 2012, Surat Ukur Nomor 145/Sukaraja/2012 tanggal 10 

Oktober 2012, luas 271 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

48. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 351/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 25/Sukaraja/2004 tanggal 14 

September 2004, luas 1.019 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

49. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1532/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 192/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 69 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

50. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1790/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 1708/Sukaraja/2018 tanggal 8 Mei 

2018, luas 1 m2,                  atas nama PT Bogor Raya Development; 

51. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 237/Desa Sukaraja, tanggal 30 

April 2002, Surat Ukur Nomor 252/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 2.161 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

52. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1538/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 20/Sukaraja/2009 tanggal 2 

Desember 2009, luas 1.994 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

53. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 281/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 9/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 100 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

54. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1534/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
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22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 47/Sukaraja/2013 tanggal 6 

Februari 2013, luas 39 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

55. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1500/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 159/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 78 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

56. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1740/Desa Sukaraja, tanggal 

15 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 376/Sukaraja/2015 tanggal 19 

November 2015, luas 99 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

57. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 205/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 220/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 214 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

58. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 212/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 227/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 112 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

59. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1590/Desa Sukaraja, tanggal 

26    September 2013, Surat Ukur Nomor 96/Sukaraja/2013 tanggal 28 

Agustus 2013, luas 56 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

60. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 249/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 264/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.308 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

61. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1545/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 135/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

62. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 168/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 182/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

63. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 617/Desa Sukaraja, tanggal 4 

Juni 2007, Surat Ukur Nomor 219/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
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64. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 120/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 290 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

65. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1842/Desa Sukaraja, tanggal 

9 April 2019, Surat Ukur Nomor 1767/Sukaraja/2019 tanggal 9 April 

2019, luas 1.900 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

66. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1488/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 32/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari                       2013, luas 106 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

67. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 206/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 221/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 206 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

68. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1539/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Januari 2010, Surat Ukur Nomor 21/Sukaraja/2009 tanggal 2 

Desember 2009, luas 1.660 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

69. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1444/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni    2012, Surat Ukur Nomor 118/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 83 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

70. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1643/Desa Sukaraja, tanggal 

15 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 246/Sukaraja/2015 tanggal 11 Mei 

2015, luas 907 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

71. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1443/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 117/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 71 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

72. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 185/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 106 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

73. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Desa Sukaraja, tanggal 

24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2051/Sukaraja/2021 tanggal 2 

Maret 2021, luas 43 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
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74. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 315/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 43/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 296 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

75. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 265/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 280/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.174 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

76. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 255/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.111 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

77. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1,546/Desa Sukaraja, tanggal 

1 April 2013, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2012 tanggal 24 

September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

78. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1714/Desa Sukaraja, tanggal 

2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 328/Sukaraja/2015 tanggal 4 

November 2015, luas 71 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

79. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1766/Desa Sukaraja, tanggal 

31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 423/Sukaraja/2016 tanggal 19 

Juli 2016, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

80. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1718/Desa Sukaraja, tanggal 

2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 319/Sukaraja/2015 tanggal 4 

November 2015, luas 105 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

81. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1968/Desa Sukaraja, tanggal 24 

Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2053/Sukaraja/2021 tanggal 2 Maret 

2021, luas 5 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

82. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1489/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 33/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 93 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

83. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1762/Desa Sukaraja, tanggal 

18 Mei 2016, Surat Ukur Nomor 412/Sukaraja/2016 tanggal 29 April 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
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2016, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

84. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1533/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 193/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 63 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

85. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1529/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor189/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari                                2013, luas 85 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

86. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2002 luas 312 

m2, atas  nama PT Bogor Raya Development; 

87. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1446/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 120/Sukaraja/2012 tanggal 14 Juni 

2012, luas 40 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

88. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1588/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 94/Sukaraja/2013 tanggal 28 

Agustus 2013, luas 117 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

89. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 193/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 208/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 228 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

90. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 724/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2007 tanggal 24 

Juli 2007, luas 14.465 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

91. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1345/Desa Sukaraja, tanggal 17 

Februari 2012, Surat Ukur Nomor 1/Sukaraja/2012 tanggal 18 

Januari 2012,  luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

92. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 130/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 144/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 550 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

93. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1593/Desa Sukaraja, tanggal 

26 September 2013, Surat Ukur Nomor 100/Sukaraja/2013 tanggal 

28 Agustus 2013, luas 3 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
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Development; 

94. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 220/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 235/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 218 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

95. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 264/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 279/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.151 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

96. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 194/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 209/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 228 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

97. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 209/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 224/Sukaraja/2002 tanggal 15 April 

2002, luas 196 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

98. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 259/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 274/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.011 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

99. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 282/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 517 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

100. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 942/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 782 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

101. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746/Desa Sukaraja, tanggal 

20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 186/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 101 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

102. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1768/Desa Sukaraja, 

tanggal 31 Agustus 2016, Surat Ukur Nomor 424/Sukaraja/2016 

tanggal 19 Juli 2016, luas 147 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

103. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1537/Desa Sukaraja, 

tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 48/Sukaraja/2013 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
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tanggal 6 Februari 2013, luas 290 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

104. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1552/Desa Sukaraja, 

tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2012 tanggal 

24 September 2012, luas 378 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

105. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1624/Desa Sukaraja, 

tanggal 26 Juni  2014, Surat Ukur Nomor 237/Sukaraja/2014 tanggal 

11 Juni 2014, luas 133 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

106. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1535/Desa Sukaraja, 

tanggal 22 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 46/Sukaraja/2013 

tanggal 6 Februari 2013, luas 785 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

107. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1596/Desa Sukaraja, 

tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2013 

tanggal 18 Juni 2013, luas 36 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

108. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 212/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 223 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

109. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1710/Desa Sukaraja, 

tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 321/Sukaraja/2015 

tanggal 4 November 2015, luas 69 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

110. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 90/Desa Sukaraja, tanggal 7 

April 1999, Surat Ukur Nomor 99/Sukaraja/1998 tanggal 27 

November 1998, luas 531 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

111. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 756/Desa Sukaraja, tanggal 22 

Februari 2013, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2013 tanggal 6 

Februari 2013, luas 51 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
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Development; 

112. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 190/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 205/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 338 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

113. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 155/Sukaraja/2013 

tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

114. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1963/Desa Sukaraja, 

tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2048/Sukaraja/2021 

tanggal 1 Maret 2021, luas 28 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

115. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1441/Desa Sukaraja, 

tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 115/Sukaraja/2012 tanggal 

14 Juni 2012, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

116. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 746/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 17/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

117. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1505/Desa Sukaraja, 

tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 165/Sukaraja/2013 

tanggal 15 Januari 2013, luas 50 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

118. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Desa Sukaraja, 

tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 184/Sukaraja/2013 

tanggal 15 Januari 2013, luas 226 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

119. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1528/Desa Sukaraja, 

tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 188/Sukaraja/2013 

tanggal 15 Januari 2013, luas 91 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

120. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 327/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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November 2003, luas 464 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

121. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1547/Desa Sukaraja, 

tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2012 tanggal 

24 September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

122. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1530/Desa Sukaraja, 

tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 190/Sukaraja/2013 

tanggal 15 Januari 2013, luas 80 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

123. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 126/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 140/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 344 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

124. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1527/Desa Sukaraja, 

tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 187/Sukaraja/2013 

tanggal 15 Januari 2013, luas 96 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

125. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 263/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 278/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.082 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

126. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 79/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Desember 1998, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/1998 tanggal 6 

Juni 1998, luas 254 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

127. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1962/Desa Sukaraja, 

tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2047/Sukaraja/2021 

tanggal 1 Maret 2021, luas 23 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

128. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1314/Desa Sukaraja, 

tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 6 Desember 2011 

tanggal 208/Sukaraja/2011, luas 96 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 73 dari 94 halaman. Putusan Nomor 156 PK/TUN/2023 

Development; 

129. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1555/Desa Sukaraja, 

tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/2013 

tanggal 23 Juli 2013, luas 144 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

130. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 121/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 135/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 297 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development;  

131. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1504/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Februari 2013, Surat Ukur Nomor 163/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

132. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Desa Sukaraja, tanggal 7 

April 1999, Surat Ukur Nomor 98/Sukaraja/1998 tanggal 27 

November 1998, luas 148 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

133. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1544/Desa Sukaraja, 

tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2012 tanggal 

24 September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

134. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 213/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 228/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 144 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

135. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1798/Desa Sukaraja, 

tanggal 23 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 1707/Sukaraja/2018 

tanggal 8 Mei 2018, luas 128 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

136. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 251/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 266/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.244 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

137. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1442/Desa Sukaraja, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
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tanggal 21 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 116/Sukaraja/2012 tanggal 

14 Juni 2012, luas 71 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

138. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 124/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 138/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 329 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

139. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1782/Desa Sukaraja, 

tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 461/Sukaraja/2017 

tanggal 28 September 2017, luas 200 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

140. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 820/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 110/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 84 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

141. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1491/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Februari 2013, Surat Ukur Nomor 35/Sukaraja/2013 tanggal 15 

Januari  2013, luas 99 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

142. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1490/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 34/Sukaraja/2013 

tanggal 15 Januari 2013, luas 166 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

143. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1644/Desa Sukaraja, 

tanggal 15 Juni                        2015, Surat Ukur Nomor 247/Sukaraja/2015 tanggal 

11 Mei 2015, luas 507 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

144. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 223/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 238/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.647 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

145. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1570/Desa Sukaraja, 

tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 77/Sukaraja/2013 

tanggal 23 Juli 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

146. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 68/Desa Sukaraja, tanggal 8 

Desember 1998, Surat Ukur Nomor 63/Sukaraja/1998 tanggal 6 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
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Juni 1998, luas 160 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

147. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1744/Desa Sukaraja, 

tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 386/Sukaraja/2016 

tanggal 19 Januari 2016, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

148. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 22/Sukaraja/2013 

tanggal 15 Januari 2013, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

149. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 118/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 132/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

150. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440/Desa Sukaraja, 

tanggal 21 Juni                        2012, Surat Ukur Nomor 114/Sukaraja/2012 tanggal 

14 Juni 2012, luas 104 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

151. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 123/Desa Sukaraja, 

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 27 

Februari 2002, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 314 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

152. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1747/Desa Sukaraja, 

tanggal 29 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 389/Sukaraja/2016 

tanggal 19 Januari 2016, luas 18 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

153. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1594/Desa Sukaraja, 

tanggal 17 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 57/Sukaraja/2013 

tanggal 18 Juni 2013, luas 5 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

154. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1585/Desa Sukaraja, 

tanggal 26 September 2013, Surat Ukur Nomor 92/Sukaraja/2013 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tanggal 23 Juli 2013, luas 69 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

155. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 129/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 143/Sukaraja/2022 tanggal 7 

Februari 2002, luas 295 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

156. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1713/Desa Sukaraja, 

tanggal 2 Desember 2015, Surat Ukur Nomor 326/Sukaraja/2015 

tanggal 4 November 2015, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

157. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1641/Desa Sukaraja, 

tanggal 15 Juni  2015, Surat Ukur Nomor 244/Sukaraja/2015 tanggal 

11 Mei 2015, luas 262 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

158. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1531/Desa Sukaraja, 

tanggal 20 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 191/Sukaraja/2013 

tanggal 15 Januari 2013, luas 74 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

159. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 122/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 298 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

160. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1785/Desa Sukaraja, 

tanggal 23 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 1644/Sukaraja/2018 

tanggal 4 Januari 2018, luas 168 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

161. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 325/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Januari 2004, Surat Ukur Nomor 53/Sukaraja/2003 tanggal 22 

Oktober 2003, luas 558 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

162. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1543/Desa Sukaraja, 

tanggal 1 April 2013, Surat Ukur Nomor 133/Sukaraja/2013 tanggal 

24 September 2012, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
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Development; 

163. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 258/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 273/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.166 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

164. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1254/Desa Sukaraja, 

tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 141/Sukaraja/2011 tanggal 

6 Juli 2011, luas 90 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

165. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 119/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 133/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

166. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 273/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Juni 2002, Surat Ukur Nomor 289/Sukaraja/2002 tanggal 29 Mei 

2002, luas 544 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

167. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 281/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.241 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

168. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1967/Desa Sukaraja, 

tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2052/Sukaraja/2021 

tanggal 2 Maret 2021, luas 38 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

169. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 250/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 265/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 1.128 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

170. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1319/Desa Sukaraja, 

tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 216/Sukaraja/2011 

tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

171. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1964/Desa Sukaraja, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
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tanggal 24 Maret 2021, Surat Ukur Nomor 2049/Sukaraja/2021 

tanggal 1 Maret 2021, luas 59 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

172. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 141/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 331 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

173. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 195/Desa Sukaraja, tanggal 

30 April 2002, Surat Ukur Nomor 210/Sukaraja/2002 tanggal 15 

April 2002, luas 228 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

174. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 125/Desa Sukaraja, tanggal 

27 Februari 2002, Surat Ukur Nomor 139/Sukaraja/2002 tanggal 7 

Februari 2002, luas 340 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

175. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1739/Desa Sukaraja, 

tanggal 15 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 375/Sukaraja/2015 

tanggal 19 November 2015, luas 84 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

176. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 728/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 305/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 2.017 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

177. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1176/Desa Sukaraja, 

tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 53/Sukaraja/2011 tanggal 

20 April 2011, luas 140 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

178. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1959/Desa Sukaraja, 

tanggal 19 November 2020, Surat Ukur Nomor 2043/Sukaraja/2020 

tanggal 9 November 2020, luas 346 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

179. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 804/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 83/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2008, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

180. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1778/Desa Sukaraja, 

tanggal 26 September 2017, Surat Ukur Nomor 440/Sukaraja/2016 

tanggal 12 September 2017, luas 248 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

181. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1944/Desa Sukaraja, 

tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2029/Sukaraja/2020 

tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

182. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 396/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 

2005, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

183. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 729/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 306/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 1.195 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

184. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 395/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 44/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 

2005, luas 300 m2,  atas nama PT Bogor Raya Development; 

185. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 401/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 50/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 

2005, luas 314 m2,  atas nama PT Bogor Raya Development; 

186. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 928/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 191/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas                         425 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

187. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 426/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juli 2006, Surat Ukur Nomor 86/Sukaraja/2005 tanggal 29 

Desember 2005, luas 607 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

188. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1947/Desa Sukaraja, 

tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2032/Sukaraja/2020 

tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
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Development; 

189. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1905/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1836/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 89 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

190. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 726/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 20/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 361 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

191. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1412/Desa Sukaraja, 

tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 80/Sukaraja/2012 tanggal 

30 Januari 2012, luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

192. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1929/Desa Sukaraja, 

tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2006/Sukaraja/2020 

tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

193. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1435/Desa Sukaraja, 

tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 83/Sukaraja/2012 tanggal 

30 Januari 2012, luas 216 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

194. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1819/Desa Sukaraja, 

tanggal 14  November 2018, Surat Ukur Nomor 1734/Sukaraja/2018 

tanggal 2 November 2018, luas 90 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

195. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 798/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 90/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

196. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1777/Desa Sukaraja, 

tanggal 26 September 2017, Surat Ukur Nomor 439/Sukaraja/2016 

tanggal 12 September 2017, luas 127 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

197. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 918/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
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10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 12/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

198. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 21/Sukaraja/1998 tanggal 16 Mei 

1998, luas 25.444 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

199. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1925/Desa Sukaraja, 

tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2004/Sukaraja/2020 

tanggal 14 Maret 2008, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

200. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1865/Desa Sukaraja, 

tanggal 1 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor 1794/Sukaraja/2019 

tanggal 23 September 2019, luas 376 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

201. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1904/Desa Sukaraja, 

tanggal 19    Desember 2019, Surat Ukur Nomor 1797/Sukaraja/2019 

tanggal 6 November 2019, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

202. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1908/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1839/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 110 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

203. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 542/Desa Sukaraja, tanggal 

4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 169/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 138 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

204. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 791/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 45/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

205. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 424/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 73/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 

2005, luas 468 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

206. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 765/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 34/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
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2008, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

207. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 806/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 87/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

208. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 464/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 91/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

209. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1927/Desa Sukaraja, 

tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2012/Sukaraja/2020 

tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

210. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1912/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1843/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 203 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

211. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1910/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1841/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 104 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

212. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1943/Desa Sukaraja, 

tanggal 9 September 2020, Surat Ukur Nomor 2028/Sukaraja/2020 

tanggal 18 Agustus 2020, luas 138 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

213. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1949/Desa Sukaraja, 

tanggal 11 September 2020, Surat Ukur Nomor 2025/Sukaraja/2020 

tanggal 18 Agustus 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

214. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1854/Desa Sukaraja, 

tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 1781/Sukaraja/2019 

tanggal 16 Juli 2019, luas 749 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

215. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 919/Desa Sukaraja, tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
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10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 11/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

216. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 941/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 11/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 1 m 2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

217. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1906/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1837/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 137 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

218. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 920/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 10/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

219. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 868/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 134/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

220. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 939/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 13/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

2009, luas 198 m2,                   atas nama PT Bogor Raya Development; 

221. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1954/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor 2034/Sukaraja/2020 

tanggal 21 September 2020, luas 196 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

222. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 592/Desa Sukaraja, tanggal 

4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 194/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

223. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 701/Desa Sukaraja, tanggal 

4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 278/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

224. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1911/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1842/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 141 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
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225. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1364/Desa Sukaraja, 

tanggal 5 Maret 2012, Surat Ukur Nomor 26/Sukaraja/2012 tanggal 

30 Januari 2012, luas 168 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

226. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1179/Desa Sukaraja, 

tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 105/Sukaraja/2011 tanggal 

20 April 2011, luas 112 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

227. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1932/Desa Sukaraja, 

tanggal 21 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2008/Sukaraja/2020 

tanggal 12 Februari 2020, luas 90 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

228. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 780/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 55/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 168 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

229. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 809/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 85/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

230. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1914/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1845/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 131 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

231. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1926/Desa Sukaraja, 

tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2009/Sukaraja/2020 

tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

232. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1945/Desa Sukaraja, 

tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 

2030/Sukaraja/2020 tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas 

nama PT Bogor Raya Development; 

233. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 940/Desa Sukaraja, tanggal 

29 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 12/Sukaraja/2009 tanggal 5 Mei 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
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2009, luas 169 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

234. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 421/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 70/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 

2005, luas 458 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

235. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1928/Desa Sukaraja, 

tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2005/Sukaraja/2020 

tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

236. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 733/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 310/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 110 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

237. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 857/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 125/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 41 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

238. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 749/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 29/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 52 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

239. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1091/Desa Sukaraja, 

tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 142/Sukaraja/2010 

tanggal 30 November 2010, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

240. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1919/Desa Sukaraja, 

tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2016/Sukaraja/2020 

tanggal 12 Februari 2020, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

241. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1915/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1846/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 148 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

242. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 812/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 71/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
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2008, luas 96 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

243. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1861/Desa Sukaraja, 

tanggal 12 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 1782/Sukaraja/2019 

tanggal 16 Juli 2019, luas 787 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

244. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 925/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 196/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 411 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

245. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1913/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1844/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 138 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

246. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 673/Desa Sukaraja, tanggal 

4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 75/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 58                      m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

247. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 914/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 3/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

248. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 936/Desa Sukaraja, tanggal 

1 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 192/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas  439 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

249. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 24/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 

2005, luas 407 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

250. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 734/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 311/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 110 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

251. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 415/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 64/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 

2005, luas 480 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

252. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1252/Desa Sukaraja, 
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tanggal 19 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 138/Sukaraja/2011 tanggal 

6 Juli 2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

253. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 737/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 314/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 554 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

254. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 740/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 18/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 1.150 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

255. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1317/Desa Sukaraja, 

tanggal 22 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 212/Sukaraja/2011 

tanggal 6 Desember 2011, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

256. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 933/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 190/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas                        202 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

257. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1907/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1838/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 185 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

258. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 624/Desa Sukaraja, tanggal 

4 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 226/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 94 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

259. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 867/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 136/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

260. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 853/Desa Sukaraja, tanggal 

21 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 137/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas 72 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

261. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 931/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 185/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas                          305 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

Disclaimer
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262. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 927/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 194/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas  341 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

263. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1946/Desa Sukaraja, 

tanggal 3 September 2020, Surat Ukur Nomor 2031/Sukaraja/2020 

tanggal 18 Agustus 2020, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

264. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 926/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 195/Sukaraja/2008 tanggal 14 

Maret 2008, luas                    366 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

265. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 463/Desa Sukaraja, tanggal 

5 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 90/Sukaraja/2007 tanggal 19 April 

2007, luas 60                  m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

266. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 913/Desa Sukaraja, tanggal 

10 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 4/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 300 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

267. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 357/Desa Sukaraja, tanggal 

8 Juni 2005, Surat Ukur Nomor 6/Sukaraja/2005 tanggal 4 Mei 

2005, luas 200 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

268. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 736/Desa Sukaraja, tanggal 

19 September 2007, Surat Ukur Nomor 313/Sukaraja/2007 tanggal 

24 Juli 2007, luas 136 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

269. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1909/Desa Sukaraja, 

tanggal 8 Januari 2020, Surat Ukur Nomor 1840/Sukaraja/2019 

tanggal 21 November 2019, luas 105 m2, atas nama PT Bogor 

Raya Development; 

270. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1930/Desa Sukaraja, 

tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor 2603/Sukaraja/2020 

tanggal 12 Februari 2020, luas 100 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

271. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1178/Desa Sukaraja, 
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tanggal 31 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 104/Sukaraja/2011 tanggal 

20 April 2011, luas 148 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

272. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 801/Desa Sukaraja, tanggal 

16 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 78/Sukaraja/2008 tanggal 14 Maret 

2008, luas 75 m2, atas nama PT Bogor Raya Development; 

273. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1602/Desa Sukaraja, 

tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 107/Sukaraja/2014 

tanggal 20 Februari 2014, luas 60 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; dan 

274. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1609/Desa Sukaraja, 

tanggal 26 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 122/Sukaraja/2014 

tanggal 20 Februari 2014, luas 112 m2, atas nama PT Bogor Raya 

Development; 

4.  Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara             

a                                               quo; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak 

mengajukan eksepsi; 

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 

64/G/2022/PTUN.BDG., tanggal 16 November 2022, kemudian di tingkat 

banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 19/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal              

17 Februari 2023;   

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara 

elektronik kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 

2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan 

permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut 

pada tanggal 21 Maret 2023; 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta 

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut 

secara formal dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang 

diterima tanggal 21 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada 

Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: 

I. Dalam Penundaan: 

- Mencabut Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Bandung Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2022 

juncto Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Bandung Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG, tanggal 16 November 2022; 

II. Dalam Eksepsi: 

- Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat 

untuk seluruhnya; 

III. Dalam Pokok Perkara: 

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali dahulu Tergugat; 

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/ 

Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan 

gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat tidak 

dapat diterima;  

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

tanggal 17 Februari 2023 Nomor 19/B/2023/PT.TUN.JKT., yang 

menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 

tanggal 16 November 2022 Nomor 64/G/2022/PTUN.BDG.; 

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat 

untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan 

ini; 

Apabila Majelis Hakim Yang Terhomat berpendapat lain, maka Pemohon 

Peninjauan Kembali semula Tergugat memohon untuk memutus perkara ini 

dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono); 
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Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, 

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan 

Kembali pada tanggal 14 April 2023 yang pada intinya agar menolak 

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali 

tersebut Mahkamah Agung berpendapat: 

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena 

putusan Judex Facti telah bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang 

nyata di dalamnya, dengan pertimbangan: 

- Bahwa sesuai dengan kewenangannya, Tergugat/Pemohon Peninjauan 

Kembali telah melakukan pencatatan blokir terhadap beberapa sertipikat 

pada objek sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam 

rangka membantu mengamankan pengembalian kerugian keuangan 

negara sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, pencatatan blokir 

penyelesaian masalah pertanahan yang bersifat strategis dan 

berdampak secara nasional; 

- Bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia menurut ketentuan Pasal 1 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas 

Bank Indonesia (selanjutnya disebut Keppres Nomor 16 Tahun 2021) 

adalah suatu satuan tugas yang dibentuk dalam rangka penanganan dan 

pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara 

dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank 

Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun 

aset properti; 

- Bahwa kedudukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut, dikaitkan dengan 

Disclaimer
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subjek/pihak yang dapat mengajukan permohonan pencatatan blokir 

sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Blokir dan Sita, maka dapat ditentukan posisi atau 

kedudukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia adalah bukan sebagai perorangan dan badan 

hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan khusus dari Presiden RI 

diberi tugas khusus oleh pemerintah untuk pengelolaan eks Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk 

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti yang tujuannya 

adalah untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara, sehingga 

berdasarkan asas aturan khusus mengesampingkan aturan umum (lex 

specialis derogat legi generalis) Satgas Penanganan Hak Tagih Negara 

Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan 

pencatatan blokir a quo. Oleh karena itu, pencatatan pemblokiran 

terhadap Sertipikat-sertipikat Hak Guna Bangunan a quo oleh 

Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan; 

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara substantif 

sesuai dengan asas kemanfaatan untuk kepentingan nasional, gugatan 

Penggugat harus ditolak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut 

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan 

peninjauan kembali; 

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Jakarta Nomor 19/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 17 Februari 

2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung 

mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di 

bawah ini; 

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan 

mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh 

Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori 

Peninjauan Kembali: 
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan 

kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum 

membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan pada 

peninjauan kembali; 

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

undangan lain yang terkait;  

MENGADILI: 

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon 

Peninjauan Kembali KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

BOGOR; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

Nomor 19/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 17 Februari 2023; 

MENGADILI KEMBALI: 

1. Menolak gugatan Penggugat; 

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara 

pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali 

ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., 

Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh 

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan                   

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim 

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota 
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tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa 

dihadiri oleh para pihak. 

 

 Anggota Majelis: Ketua Majelis, 

 

 ttd. ttd. 

 

 

 Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. 

 

 ttd. 

 

  

 H. Is Sudaryono, S.H., M.H. 

 Panitera Pengganti, 

 

 ttd. 

 

 

  Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. 

Biaya-biaya: 

1. Meterai Rp 10.000,00 
2. Redaksi Rp 10.000,00 
3. Administrasi PK Rp2.480.000,00 

Jumlah Rp2.500.000,00 

 

 

 

 

Untuk salinan 

Mahkamah Agung RI 

atas nama Panitera, 

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara, 

 

 

 

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum 

NIP 19610514 198612 1 001 
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